
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, hal-hal yang dapat disimpulkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kedudukan Subjek Hukum Data Pribadi dalam KTP yang diunggah pada non-fungible 

token (NFT) di marketplace OpenSea adalah sebagai individu yang memiliki hak 

kontrol atas Data Pribadinya dan memiliki hak untuk menentukan cara untuk 

memproses Data Pribadi miliknya, mengingat Data Pribadi dalam hal ini berkedudukan 

sebagai sebuah objek yang dilindungi melalui berbagai bentuk, metode, dan mekanisme 

perlindungan yang ada. Tindakan pengunggahan tersebut mengandung risiko yang 

dapat mengancam keamanan Subjek Data Pribadi. Hal ini dikarenakan akun 

Indonesian-KTP yang berkedudukan sebagai pengunggah Data Pribadi berupa KTP di 

marketplace OpenSea dilakukan tanpa seizin pemilik Data Pribadi. Bila kasus serupa 

terjadi di masa yang akan datang maka pengaturan lebih tegas dapat dijumpai dalam 

Pasal 65 dan 67 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 

dimana pengunggah berorientasi mengeruk keuntungan dari aktivitas tersebut. Subjek 

Data Pribadi pun terancam dirugikan kepentingannya oleh tindakan tersebut di atas. 

Ketentuan lain yang juga dilanggar adalah Pasal 65 dan 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 

2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terkait adanya larangan terkait pengungkapan 

Data Pribadi yang bukan miliknya. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kedudukan 

Subjek Data Pribadi sebagai pemegang hak atas Data-data Pribadinya. 

2. Perlindungan yang diberikan Negara kepada Subjek Data Pribadi dapat dilakukan 

dengan perlindungan pada hak akses ke basis data kependudukan dan perlindungan atas 

kerahasiaan data. Pelanggaran pengunggahan KTP berupa non-fungible token (NFT) di 

marketplace OpenSea yang tidak terdaftar di Indonesia berkonsekuensi pada 

penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

kepada akun-akun yang mengunggah Data Pribadi berupa KTP milik orang lain. 

Disamping itu, dalam kasus ini Pemerintah juga dapat melakukan pemblokiran, dan 

pelacakan pada marketplace OpenSea di Indonesia akibat pengunggahan tersebut. 

Meski data yang telah diunggah tidak dapat dihapus sepenuhnya karena jejak digital 



masih tersisa pada media atau platform OpenSea, namun Pemerintah telah memiliki 

informasi berkenaan keberadaan data tersebut dalam sistem di marketplace OpenSea. 

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Subjek Data Pribadi adalah dengan 

mengajukan permohonan pada pihak Kementerian Kominfo untuk melakukan tindakan 

yang dapat dilakukan untuk mencegah tersebarnya Data Pribadi miliknya. Dalam kasus 

di atas, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo dapat melakukan tindakan berupa 

pemutusan akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pihak yang 

bersangkutan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan atas 

pengunggahan KTP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 

tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Selain daripada itu, Subjek Data Pribadi yang menjadi korban terhadap 

tindakan pengunggahan Data Pribadi dalam melaporkan tindakan tersebut kepada pihak 

kepolisian, yang dalam pelaporannya, penting untuk menyebutkan bahwa kejadian 

tersebut melanggar ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data 

Pribadi, yang memuat ketentuan terkait perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, pihak 

kepolisian akan mengikuti proses hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan 

tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan, analisis, dan kesimpulan di atas, maka hal-hal yang dapat 

disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah melakukan analisis risiko dan potensi ancaman terhadap keamanan Data 

Pribadi di marketplace OpenSea. Analisis dapat dilanjutkan dengan pemetaan 

ancaman, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan upaya antisipasi dan penanganan 

berbagai ancaman terhadap keamanan Data Pribadi yang berpeluang muncul dalam 

praktik penyelenggaraan kegiatan Pemerintah atau bisnis pada sektor privat serta 

dengan semakin maraknya jual-beli KTP di marketplace OpenSea yang berbasis non-

fungible token (NFT) dibutuhkan peningkatkan pengawasan terhadap kegiatan 

transaksi non-fungible token (NFT) di Indonesia dan berkoordinasi dengan 

Kementerian/Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto. 

2. Pemerintah secepatnya melakukan revisi berupa penambahan ketentuan pengaturan 

pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Permen Kominfo 

No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat berupa 



kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik publik atau privat untuk 

melakukan pencegahan aktivitas penggunaan media-media lain selain marketplace 

OpenSea yang berpotensi melanggar hukum terkait Pelindungan Data Pribadi. Serta 

terkait dengan pengunggahan yang dilakukan oleh orang lain tanpa seizin pemilik Data 

Pribadi. Sosialisasi kepada masyarakat juga sangat diperlukan untuk memberitahukan 

jalur hukum yang harusnya ditempuh oleh masyarakat atau Subjek Data Pribadi dalam 

hal telah terjadi tindakan pelanggaran terhadap Data Pribadi. 

3. Saran penulis dalam mencegah adanya penyebaran Data Pribadi, maka dikemudian hari 

Pemerintah dapat membuat KTP dalam bentuk Quick Response Code (QR Code) yang 

gunanya adalah bisa memberikan berbagai jenis informasi secara langsung setelah 

melakukan scan pada Quick Response Code (QR Code), di mana kartu hanya berisikan 

nama, foto dari pemilik KTP serta chip yang ada pada KTP dan data-data lainnya, 

seperti: pembuatan KTP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat/tanggal lahir, 

jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan 

masa berlaku dapat diletakkan pada Quick Response Code (QR Code). Hal ini dilakukan 

karena KTP yang berlaku sekarang menampilkan semua data secara terbuka sehingga 

mudah untuk orang lain mencuri identitas dari pemilik Data Pribadi tersebut. 
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